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ABSTRAK  

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk 

meningkatkan perekonomian secara merata dari seluruh wilayah dan daerah dalam 

suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan 

desentraliasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan ketimpangan 

wilayah pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten selama enam tahun periode 

pelaksanaan, yaitu 2011-2016. Variabel yang diteliti pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi adalah derajat desentralisasi fiskal, rasio pajak daerah, 

jumlah tenaga kerja, dan aglomerasi. Sementara itu untuk ketimpangan wilayah 

variabel yang diteliti pengaruhnya adalah derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan 

ekonomi, rasio pajak daerah, jumlah tenaga kerja, dan aglomerasi. Kedua 

persamaan tersebut diuji dengan menggunakan model simultan berulang (recursive 

models) dan metode PLS (Panel Least Square). Hasil analisis menyimpulkan 

bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 8 kabupaten/kota Provinsi Banten pada tahun 2011-2016. 

Sebaliknya, desentralisasi fiskal berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap ketimpangan wilayah di 8 kabupaten/kota Provinsi Banten pada tahun 

2011-2016.  

Kata kunci: desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan wilayah 
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ABSTRACT 

Fiscal decentralization is one of the government's policies to improve the 

economy equally from all regions and regions within a country. This study aims to 

analyze the impact of fiscal decentralization implementation on regional economic 

growth and regional imbalances in 8 districts/cities in Banten Province for six 

years implementation period, 2011-2016. The variables under study influence on 

economic growth are the degree of fiscal decentralization, the ratio of local taxes, 

the amount of labor, and agglomeration. Meanwhile, for the imbalance of the 

variable region under study the effect is the degree of fiscal decentralization, 

economic growth, the ratio of local taxes, the amount of labor, and agglomeration. 

Both equations are tested using recursive models and PLS (Least Square Square). 

The results of the analysis conclude that fiscal decentralization has a negative but 

not significant effect on economic growth in 8 districts/cities of Banten Province in 

2011-2016. In contrast, fiscal decentralization has positive but not significant effect 

on regional imbalances in 8 districts / cities of Banten Province in 2011-2016. 

Keywords: fiscal decentralization, economic growth, regional inequality 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sejak pemerintahan orde baru Indonesia berhasil membangun 

pemerintahan nasional yang kuat. Banyak prestasi yang telah dicapai selama 

pemerintahan orde baru terutama dalam bidang ekonomi dengan sistem 

pemerintahan terpusat. Pemerintah Indonesia kini telah merubah sistem 

pemerintahan sentralisasi menjadi sistem pemerintahan desentralisasi melalui 

otonomi daerah. (Rosdyana, 2015: 123)  

Implementasi dari penerapan desentralisasi di Indonesia berupa 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelimpahan wewenang dari 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus diikuti dengan pemberian 

sumber-sumber pendanaan untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah. 

Mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan 

Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk 

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. Melalui desentralisasi fiskal diharapkan 

pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi daerah melalui 

pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi menjadi penting 

karena sebagai tolok ukur keberhasilan penerapan desentralisasi fiskal, dimana 

semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah, maka semakin maju pula daerah 

tersebut. (Rosdyana. 2015: 124)
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Pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan karakteristik dan 

potensi yang dimiliki daerah tersebut. Desentralisasi fiskal merupakan peluang bagi 

daerah untuk mengurus dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya demi 

kemajuan pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan. Akan tetapi, di lain sisi desentralisasi fiskal dapat mendorong 

kearah ketidakstabilan ekonomi makro dan akan menghambat pertumbuhan 

ekonomi. Sebab desentralisasi fiskal dapat mengurangi pengeluaran pemerintah 

dan pajak yang berbasis pada pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk 

melakukan fungsi stabilisasi (Glasson, 1997 dalam Saputra, 2013) 

Penerapan desentralisasi di Indonesia diikuti oleh fenomena pemekaran 

wilayah baik di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Berdasarkan data dari 

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2014, 

pemekaran wilayah banyak terjadi di Pulau Jawa. Provinsi Banten merupakan satu-

satunya Provinsi baru di Pulau Jawa yang melakukan pemekaran wilayah dari 

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 melalui UU No 23/2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Banten.  

Total daerah otonom baru terus bertambah semenjak diterapkan 

desentralisasi. Jumlah Provinsi di Indonesia sampai dengan tahun 2000 adalah 

32 Provinsi, selanjutnya di tahun 2014 menjadi 34 Provinsi. Namun evalusai 

dari Kementerian Dalam Negeri 2012 menyatakan bahwa 78,7% daerah hasil 

pemekaran dinyatakan tidak berhasil mencapai tujuannya, dan hanya 21,3% 

dinyatakan berhasil. Kondisi awal daerah otonom baru ditandai dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 
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ekonomi di daerah induk. Hal ini disebabkan oleh masa transisi dan juga belum 

matangnya sistem pemerintahan. (DJOD, 2014: 2-30) 

Provinsi Banten merupakan provinsi termuda di Pulau Jawa yang 

merupakan hasil pemekaran dari provinsi Jawa Barat yang telah disahkan 

pembentukannya pada tahun 2000 sesuai dengan UU No 23 Tahun 2000 

tentang Pembentukan Provinsi Banten. Sebagai provinsi paling muda di Pulau 

Jawa, Provinsi Banten telah memperlihatkan prestasinya dalam pembangunan 

ekonomi daerahnya. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur 

dengan tingkat pertumbuhan ekonominya.  

Tabel 1.1 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 di 

Indonesia Tahun 2010-2016 

Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aceh 1,48 1,38 1,32 1,26 1,20 1,11 1,08 

Sumatera Utara 4,82 4,82 4,81 4,89 4,89 4,91 4,96 

Sumatera Barat 1,53 1,52 1,52 1,53 1,54 1,54 1,55 

Riau 5,66 6,21 6,44 6,32 6,36 5,60 5,39 

Jambi 1,32 1,32 1,33 1,35 1,36 1,33 1,36 

Sumatera Selatan 2,83 2,90 2,92 2,92 2,87 2,86 2,81 

Bengkulu 0,41 0,41 0,42 0,42 0,42 0,43 0,44 

Lampung 2,19 2,17 2,16 2,13 2,16 2,17 2,22 

Kep. Bangka Belitung 0,52 0,52 0,52 0,52 0,53 0,52 0,51 

Kep. Riau 1,62 1,62 1,67 1,70 1,69 1,71 1,71 

DKI Jakarta 15,66 15,64 15,79 16,10 16,50 17,07 17,20 

Jawa Barat 13,21 13,06 13,01 13,11 12,97 13,08 13,06 

Jawa Tengah  9,08 8,85 8,70 8,64 8,64 8,68 8,63 

DI Yogyakarta 0,94 0,91 0,89 0.,8 0,87 0,87 0,87 

Jawa Timur 14,43 14,32 14,40 14,39 14,40 14,53 14,65 

Banten 3,95 3,91 3,90 3,93 4,01 4,11 4,08 

Bali 1,37 1,34 1,36 1,40 1,46 1,52 1,54 

Nusa Tenggara Barat 1,02 0,87 0,80 0,77 0,76 0,89 0,92 

Nusa Tenggara Timur 0,64 0,62 0,63 0,64 0,64 0,65 0,66 
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Kalimantan Barat 1,25 1,24 1,23 1,24 1,24 1,26 1,28 

Kalimantan Tengah 0,82 0,84 0,85 0,85 0,84 0,86 0,89 

Kalimantan Selatan 1,24 1,26 1,23 1,21 1,20 1,18 1,16 

Kalimantan Timur 6,09 6,58 6,35 5,40 4,94 4,32 4,01 

Kalimantan Utara  - - - 0,55 0,55 0,53 0,53 

Sulawesi Utara 0,75 0,73 0,74 0,74 0,76 0,78 0,79 

Sulawesi Tengah  0,75 0,78 0,80 0,83 0,84 0,92 0,95 

Sulawesi Tengah  2,50 2,53 2,63 2,69 2,79 2,92 3,00 

Sulawesi Tenggara 0,71 0,71 0,75 0,74 0,74 0,75 0,77 

Gorontalo 0,23 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 

Sulawesi Barat 0,25 0,26 0,26 0,26 0,28 0,28 0,28 

Maluku 0,27 0,27 0,28 0,29 0,30 0,29 0,29 

Maluku Utara 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 

Papua Barat 0,60 0,57 0,55 0,55 0,54 0,54 0,53 

Papua  1,61 1,38 1,30 1,28 1,25 1,30 1,41 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 

Bila melihat dari tabel 1.1, secara nasional distribusi PDRB terhadap 

PDB sangat bervariatif. Dari tabel 1.1, terdapat hal yang cukup menarik dimana 

persentase distribusi PDRB Provinsi Banten terhadap PDB menduduki posisi 

ke 8 secara nasional dari 34 provinsi, dengan rata-rata distribusi sebesar 3,98% 

terhitung pada tahun 2010-2016. Fakta lain menyebutkan bahwa meskipun 

sebagai provinsi paling muda di Pulau Jawa dan merupakan hasil pemekaran 

dari Provinsi Jawa Barat, namun laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai juga 

dapat bersaing dengan daerah induknya bahkan juga dengan pertumbuhan 

ekonomi nasional.  
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Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dengan Provinsi 

Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2011-2016 

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah) 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Banten sebesar 6,57% pada tahun 2011 lebih tinggi dibandingkan 

dengan Provinsi Jawa Barat yang hanya sebesar 6,10% dan Nasional sebesar 

5,81% di tahun yang sama. Selama tahun 2011-2016 ketiganya cenderung 

mengalami penurunan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Banten tetap lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 

dan terakhir di tahun 2016 posisi tersebut berubah menjadi lebih rendah 

daripada Provinsi Jawa Barat yaitu dengan selisih 0,37%. Di lain sisi, meskipun 

Provinsi Banten telah memperlihatkan prestasinya dengan menempati posisi ke 

8 dalam distribusi PDRB terhadap PDB Nasional dan mampu bersaing dengan 

wilayah induknya yaitu Provinsi Jawa Barat dalam hal laju pertumbuhan 

ekonomi, namun di lain sisi terdapat persoalan yang tidak dapat diabaikan, 

dimana pada tahun 2011-2016 derajat desentralisasi fiskal yang dihitung 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prov. Banten 6,57 6,39 6,26 5,22 5,12 5,00

Jawa Barat 6,10 6,11 5,96 4,84 4,79 5,37

Nasional 5,81 5,69 5,26 4,77 4,65 4,79
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mealui rasio total Pendapatan Aasli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan 

pemerintah masing-masing daerah mengalami peningkatan namun tidak 

diiringi dengan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah yang 

menunjukkan tren yang cenderung menurun.     

Tabel 1.2 Perkembangan Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, 

dan Ketimpangan Wilayah Provinsi Banten Tahun 2011-2016 

Tahun 

Derajat 

Desentralisasi 

Fiskal (%) 

Ketimpangan 

Wilayah (%) 

Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

2011 19,078 0,395 6,567 

2012 19,822 0,385 6,392 

2013 21,697 0,390 6,256 

2014 22,225 0,410 6,225 

2015 34,668 0,395 5,123 

2016 35,104 0,390 5,000 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016 (diolah kembali) 

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa derajat desentralisasi fiskal 

Provinsi Banten pada tahun 2011-2016 terus mengalami peningkatan 

sedangkan dari segi ketimpangan wilayah mengalami perkembangan yang 

fluktuatif namun dari segi pertumbuhan ekonomi cenderung menurun, yaitu 

dari 6,56% pada tahun 2011 menjadi 5,00% di tahun 2016. Fakta ini juga 

didukung dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada masing-masing 

kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-2016. 
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Gambar 1.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten dan 

Kota di Provinsi Banten Tahun 2011-2016 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, 2016 (data diolah) 

Dari grafik  tersebut dapat diketahui bagaimana pertumbuhan ekonomi 

yang terjadi di setiap kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Dari grafik 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing 

kabupaten/kota cenderung tidak sama bahkan perbedaan dari masing-masing 

kota/kabupaten cukup tinggi. Bahkan Kota Tangerang Selatan yang baru saja 

menjadi sebuah kota pada tahun 2008 (UU No 51 Tahun 2008) telah mampu 

memiliki tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Kondisi seperti 

ini adalah suatu tantangan bagi pihak yang berwenang agar dapat 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.  

Selain itu, dari grafik tersebut dapat disimpulkan juga bahwa antara 

daerah satu dengan yang lainnya tidak mengalami laju pertumbuhan yang 
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sama, bahkan ada beberapa diantaranya sangat jauh berbeda. Hal ini 

menandakan bahwa ketimpangan pendapatan juga dialami oleh Provinsi 

Banten. Pertumbuhan ekonomi yang minim, inflasi  yang terus menanjak, 

pengangguran yang semakin meningkat dan bertambahnya  jumlah rumah 

tangga miskin merupakan tantangan perekonomian yang perlu  diatasi baik 

oleh Pemerintah Provinsi Banten maupun masyarakat itu sendiri sebagai 

pelaku ekonomi.  

Dalam penelitiannya, Priyanto (2009) menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi Provinsi Banten yang kian membaik masih meninggalkan 

permasalahan yang harus dihadapi. Salah satu realitas pertumbuhan ekonomi 

di Provinsi Banten yang diakibatkan oleh adanya perbedaan laju pembangunan 

adalah terciptanya kesenjangan/disparitas pembangunan antar daerah atau 

antar  kabupaten/kota.   

Dengan tingkat perbedaan yang demikian, dikhawatirkan pelaksanaan 

desentralisasi fiskal yang semula ditujukan untuk memajukan dan 

mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah, justru akan 

terjadi sebaliknya yaitu akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan 

ketimpangan pertumbuhan antar daerah. Dengan laju pertumbuhan ekonomi 

yang sangat bervariasi antar daerah setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, 

disinyalir terjadi peningkatan ketimpangan antar kabupaten/kota pada Provinsi 

Banten. 

Penelitian sebelumnya telah menjelaskan bagaimana pengaruh 

desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. 
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Rosdyana (2015) yang meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpanga wilayah di Pulau Jawa 

memberikan hasil bahwa desentralisasi berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini berbeda 

hasilnya dengan Saputra (2013) yang meneliti tentang dampak desentralisasi 

fiskal yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

berpengaruh posistif terhadap kesejahteraan.  

Berdasarkan data dan uraian tersebut diatas mengenai pengaruh 

desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah, 

penyusun bermaksud untuk menganalisis kondisi tersebut. Oleh karena itu 

penyusun akan mengangkat judul tentang “Analisis Pengaruh Desentralisasi 

Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Wilayah Per 

Kabupaten/Kota  Di Provinsi Banten Tahun 2011-2016” 

B. Rumusan Masalah  

Pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal mempunyai hubungan 

secarabersamaan karean adanya beberapa penyebab yaitu pertumbuhan terlihat 

obyek dari desentralisasi fiskal yaitu efisiensi alokasi sumber daya pada sektor 

publik, kemudian secara tegas tujuan dari pemerintah dalam mengadopsi 

kebijakan ini adalah untuk menunjang kenaikan pendapatan perkapita 

merupakan suatu ukuran yang lebih mudah dan dapat menjelaskan keadaan 

ekonomi dibandingkan dengan indikator lain.  
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Zhang dan Zou, 2001 (dalam Apriesa dan Miyasto, 2013) menyatakan 

bahwa selain desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti pajak daerah, tenaga kerja, jumlah penduduk dll.  

Dengan keadaan di atas, maka dapat dirumuskan masalah utama yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-

2016 ?  

2. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi 

kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-2016 ?  

3. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-

2016 ? 

4. Bagaimana pengaruh aglomerasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-2016 ? 

5. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan 

wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada Tahun 2011-

2016 ?  

6. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan 

wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada Tahun 2011-

2016 ? 

7. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap ketimpangan wilayah di 

kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada Tahun 2011-2016 ? 



11 
 

 
 

8. Bagaimana pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap ketimpangan 

wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada Tahun 2011-

2016 ? 

9. Bagaimana pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan wilayah di 

kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada Tahun 2011-2016 ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

peneliti adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Banten 

pada tahun 2011-2016 

b. Untuk mengetahui pengaruh rasio pajak daerah terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Banten 

pada tahun 2011-2016 

c. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap 

pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Banten 

pada tahun 2011-2016 

d. Untuk mengetahui pengaruh aglomerasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-

2016 
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e. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 

ketimpangan wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Banten 

pada tahun 2011-2016   

f. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap 

ketimpangan wilayah di  kabupaten dan kota di Provinsi Banten 

pada tahun 2011-2016 

g. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap ketimpangan 

wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 

2011-2016   

h. Untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap 

ketimpangan wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Banten 

pada tahun 2011-2016   

i. Untuk mengetahui pengaruh aglomerasi terhadap ketimpangan 

wilayah di kabupaten dan kota di Provinsi Banten pada tahun 

2011-2016   

2. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan, baik secara teori maupun secara praktis. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

a. Penelitian ini diharapkan akan menambah literatur atau kajian 

teoritis mengenai analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan daerah di Provinsi Banten 

pada kurun waktu 2011- 2016.  
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b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Mahasiswa 

Sebagai wadah menerapkan ilmu yang diperoleh selama 

perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan serta untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengaruh 

desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

ketimpangan wilayah di Provinsi Banten dalam kurun waktu 

2011-2016. 

2) Bagi Pemerintah 

Penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam merumuskan dan mengambil keputusan atas kebijakan 

dalam pembangunan daerah Provinsi Banten terutama dalam 

menurunkan tingkat ketimpangan antar wilayah.  

3) Bagi Masyarakat Umum 

Sebagai sumber informasi untuk masyarakat tentang 

analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan ketimpangan daerah di Provinsi Banten pada kurun 

waktu 2011–2016 

4) Bagi Literasi Ilmiah   

Kegunaan literasi ilmiah, dapat memberikan sumbangan 

pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

pengembangan teori-teori aplikasi ekonomi publik.  
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D. Sistematika Pembahasan 

Sistematika dan struktur penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab:  

Bab I merupakan pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.  

Bab II landasan terori. Pada bab kedua ini akan diuraikan landasan 

teoritis menjelaskan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, yang 

didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis 

menjelaskan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang 

seharusnya, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian).  

Bab II landaan teori berisi tentang teori, telaah pustaka untuk 

mengetahui posisi penelitian, pengembangan hipotesis, dan kerangka 

pemikiran supaya mengetahui batasan dalam penelitian. 

Bab III metode penelitian berisi tentang deskripsi bagaimana penelitian 

akan dilaksanakan secara operasionalnya baik rancangan penelitian, jenis dan 

sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, pengujian 

instrument, serta metode analisis data. 

Bab IV analisis data dan pembahasan berisi tentang hasil penelitian 

berupa ketimpangan distribusi pendapatan yanga akan digambarkan secara 

singkat mengenai keadaan geografis, demografis dan lain sebagainya, hasil 

pengujian instrument, ujian signifikansi parameter, dsan analisis data. 

Sementara itu pada bab V adalah penutup. Pada bab lima merupakan 

bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan 

penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Dan saran 
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sebagai masukan pada penelitian mendatang. Saran-saran yang diajukan untuk 

perbaikan pelaksanaan (praktek di lapangan) dan perbaikan penelitian 

berikutnya berdasarkan penerapan teori yang digunakan
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

persamaan regresi berganda (Simultaneous Regression) dengan Recursive 

Models serta metode yang digunakan adalah PLS (Panel Least Square) dengan 

Fixed Effect pada persamaan pertumbuhan ekonomin, dan Random Effect pada 

persamaan ketimpangan wilayah yang telah dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan 

ketimpangan wilayah pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten selama enam 

tahun periode penelitian yaitu 2011-2016, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Derajat desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh yang negatif 

namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 8 

kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-2016. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai probabilitas 0,4258 yang lebih dari nilai α 

0,05 dan 0,10. Artinya, rasio desentralisasi fiskal tidak cukup 

mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di 

Provinsi Banten pada tahun 2011-2016.  

2. Rasio pajak daerah mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 8 kabupaten/kota Provinsi Banten 

tahun 2011-2016. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien 0,559663 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,0451 yang lebih besar dari nilai 

α 0,05, artinya setiap kenaikan rasio pajak daerah akan mampu
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menurunkan pertumbuhan ekonomi di 8 kabupaten/kota Provinsi 

Banten tahun 2011-2016. Hal ini dapat disebabkan oleh pemungutan 

pajak yang melebihi batas toleransi membayar pajak dari masyarakat 

dan juga hasil dari program-program pemerintah yang didanai oleh 

pajak daerah menurunkan tingkat kepuasan marginal masyarakat. 

Sehingga hal tersebut akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.  

3. Jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif namun tidak signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 8 kabupaten/kota Provinsi Banten 

pada tahun 2011-2016 yaitu dengan nilai probabilitas sebesar 0,1432 

yang lebih besar dari nilai α 0,05 dan 0,10. Artinya, jumlah tenaga 

kerja tidak cukup mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di 

8 kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-2016 

4. Aglomerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten pada 

tahun 2011-2016 dengan nilai koefisien 86,44543 dan nilai 

probabilitas sebesar 0,0989 yang lebih kecil dari nilai α 0,10. 

Artinya, setiap kenaikan aglomerasi meningkat sebesar 1 satuan, 

maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 86,44543. Hal 

ini disebebakan oleh keberhasilan pembangunan pusat industri yang 

ada di setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten cukup mampu 

memberikan pengaruh positif, sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas ekonomi.  
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5. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap ketimpangan wilayah di 8 kabupaten/kota di Provinsi 

Banten.hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,9249 

yang lebih besar dari α 0,10. Artinya, desentralisasi fiskal yang 

terjadi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-

2016 tidak cukup mampu mempengaruhi ketimpangan wilayah di 

setiap kabupaten/kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-2016.  

6. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif namun tidak signifikan 

terhadap ketimpangan wilayah di 8 kabupaten/kota di Provinsi 

Banten tahun 2011-2016 dengan nilai probabilitas 0,2955 yang lebih 

besar dari nilai α 0,05 dan 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang terjadi di setiap 8 kabupaten/kota di 

Provinsi Banten tahun 2011-2016 tidak cukup dapat mempengaruhi 

tingkat ketimpangan wilayah di 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten 

tahun 2011-2016. 

7. Pajak daerah bepengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 

ketimpangan wilayah di 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 

2011-2016 dengan nilai probabilitas sebesar 0,6109 yang lebih besar 

dari niali α 0,05 dan 0,10. Artinya, pajak daerah tidak cukup dapat 

mempengauhi ketimpangan wilayah di 8 kabupaten/kota Provinsi 

Banten tahun 2011-2016.  

8. Jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap ketimpangan 

wilayah di 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 2011-2016 
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dengan nilai koefisen 0,291629 dan nilai probabilitas sebesar 0,0575 

yang lebih kecil dari nilai α 0,10. Artinya, setiap kenaikan jumlah 

tenaga kerja sebanyak 1 orang akan mampu menurunkan 

ketimpangan wilayah sebesar 0,291629. Hal ini dapat diartikan 

bahwa kenaikan jumlah tenaga kerja menaikkan persebaran jumlah 

tenaga kerja yang merata pada 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten.  

9. Aglomerasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

ketimpangan wilayah di 8 kabupaten/kota di Provinsi Banten tahun 

2011-2016 dengan nilai probabilitas 0,4009 yang lebih ebsar dari 

nilai α 0,05 dan 0,10. Artinya, aglomerasi yang ada di 8 

kabupaten/kota di Provinsi Banten tidak cukup dapat mempengaruhi 

ketimpangan wilayah di 8 kabupaten/kota Provinsi Banten pada 

tahun 2011-2016.  

B. Keterbatasan  

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, diantaranya: 

1. Data yang didapatkan dari badan terkait penelitian seringkali 

inkonsisten dalam penyajiannya yaitu menujukkan angka yang berbeda 

sehingga menyulitkan peneliti untuk menentukan data mana yang akan 

digunakan dalam penelitian.  

2. Periode waktu yang digunakan hanya 6 tahun yaitu dari tahu 2011-2016, 

karena pada tahun sebelumnya Provinsi Banten masih mengalami 

pemekaran pemerintahan kabupaten/kota, dimana pada tahun 2010 Kota 

Tangerang Selatan baru diresmikan.  
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C. Saran  

Adapun saran yang akan diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah Pemerintah kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota serta 

Pemerintah Provinsi Banten harus memaksimalkan peranan 

desentralisasi fiskal untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

daerahnya masing-masing 

2. Pemerintah kabupaten/kota dari 8 kabupaten/kota serta Pemerintah 

Provinsi di Provinsi Banten harus menumbuhkan lapangan kerja yang 

baru agar dapt menyerap jumlah tenaga kerja yang terus meningkat tiap 

tahunnya, agar produktifitas marjinal tenaga kerja tidak menurun 

bahkan sampai mencapai titik negatif. 

3. Pengendalian rasio pajak daerah, pengembangan program-program 

desentralisasi fiskal dan peningkatan daya serap tenaga kerja harus 

dioptimalkan oleh pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota di 

Provinsi Banten, agar dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah 

di Provinsi Banten.  

4. Pemerintah baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/kota di 

Provinsi Banten harus secara gencar membuat suatu rancangan 

pembangunan secara menyeluruh sesuai dengan potensi dari masing-

masing kabupaten/kota di Provinsi Banten. Sehingga pertumbuhan 

ekonomi dapat secara merata terjadi di setiap kabupaten/kota di Provinsi 

Banten  
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5. Perlu adanya pembangunan infrastruktur yang memadai yang dapat 

menghubungkan satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Sehingga 

bagi daerah yang tertinggal akan dapat dengan mudah mengakses 

kegiatan ekonomi seperti daerah yang maju dan padat industri lainnya.  

6. Untuk peneltian yang akan meneliti tentang thema dan maslah yang 

sama maupun menyerupai agar menambah jumlah variabel penelitian 

agar dapat memberikan hasil analisis yang lebih riil
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